
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGlHE

NOヽ40R 124/800/     TAHUN 2025

TENTANG

PENDELECASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN ATAU PEMBERIAN

IZIN PERKAヽ 71NAN DAN PERCERAlAN BAGI PEGAヽVAI NEGERI SIPIL

Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan
penyelesaian administrasi permintaan izin perkawinan dan
izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Peme.intai Daerah Kabupaten Kepulauar Sangihe, maka
dapat mendelegasikan Sebagiar wewenangnya kepada
Pejabat yang dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk
menolak atau membedkan izin perkawinan dan perceraian

yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa penolakan atau pemberiar izin perkawinan dan
perceraiaa berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor
10 Talun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubaian Atas peraturan pemerintail Nomor 10 Tahun
1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai

Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkar pertimbangan sebagaimana dimal<sud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang pendelegasian Wewenarg Mengenai
Penolakan Atau pemberian Izin perkawinan Dan perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungar pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe; 4,
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lemba-ran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaral Negara Republik lndonesia Nomor

1a22)i

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(kmba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

30 19);

3. Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tainbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana. telah beberapa kali

diubah terakht dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenfaJ.g Cipta Keda

menjadi Undang-Undang (Lembaran Nega,ra Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Nega-ra Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tenta\g Aparatur

Sipil Nega-ra (Lembarar Negara Repubiik Indonesia Tahun

2023 Nomor 12t1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraiar bagi Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor

13, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor

3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintal Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas

Peraturar Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin

Perkawinar darr Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

6 I , Tambahan Lem baIan Negara Repubtik Indonesia Nomor

34241', 4a
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang

Peruba}Ian Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud

menjadi Kebupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi

Utara (Lemba-ran Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 167, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5557);

Mendelegasikan Wewenaig Mengenai Penolakan atau

Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daeral Kabupaten

Kepulauan Sangihe.

Pendelegasian wewenang sebagaimana diktum KESATU

diberikan kewenangan kepada Pejabat sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang mefllpakan bagian tidal<

terpisaikar dari Keputusarl Bupati ini.

Penolakan atau Pemberian izin Perkawinan dan Perceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Sekretads

Daerah, Asisten, Kepala Dinas/Badan/Satuan, Sekretaris

DPRD, Inspektur Daerah darl Stal Ahli Bupati diberikar oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pejabat yarg menerima pendelegasian wewenang wajib

menyampaikan laporair kepada Pejabat Pembina

Kepegawaial, tembusan Badan Kepegawaian darr

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe.

Keputusan Bupari ini mulai berlaku pada tanseal diletapkan., ,.4q

E)itctapkan di Tahuna

pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

/ヽ

MICHAEL T GARI

MEMUTUSKAN:



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 124/8oo/      TAHUN 2025

TENTANG

PENDELECASIAN WEヽ VENANG MENGENAI

PENOLAKAN  ATAU  PEMBERIAN  IZIN

PERKAWINAN  DAN  PERCERAIAN  BAGI

PEGAヽVAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAII   DAERAH   KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

●

MICHAEL T NGARI

NO
PEJABAT YANG DIBERI
DELEGASI WEヽVENANG

KETERANGAN

2 3

Sekretads Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe.

Pejabat Administrator Eselon UIa dan IIIb
(Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Ca-nat

daIl Sekretads Kecamatan), Pejabat

Pengawas Eselon IVa darl IVb, Jabatan

Fungsional Umum, Jabatan Fungsional

Tertentu Tingkat Ahli Pertama, Muda,

Madya, Tingkat Keterampilan (di Bagian

Sekretariat Daerai, Kecamatan darr

Kelurahan).

Pejabat Administrator Eselon IIIa, IIIb dar
Pejabat Pengawas Eselon IVa (Kepala

Seksi/ Kepala Sub Bagiar/ Kepala Sub

Bidang), Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas/Badan, Kepa,la Satuan Pendidikan

Non Forma.l, Jabatan Fungsional Umum,

Jabatan Fungsional Tertentu Tingkat Ahli

Pertama, Muda, Madya, Tingkat

Keterampilan, Kepala Puskesmas, Kepala

Sekolah.

2. Kepala Dinas/Badan/ Satuan,

Sekretaris Dewar Perwalila.n

Ra.kyat Daerah, lnspektur

Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe.


